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Dewasa ini peredaran anak terlantar semakin hari semakin banyak di 

masyarakat dan susah untuk diselesaikan. Pemerintah daerah telah melakukan 

berbagai tindakan dan mengupayakan berbagai solusi untuk menyelesaikan 

masalah terkait perlindungan anak terlantar tersebut, mulai dari Kota Banjarmasin 

membentuk Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam implementasi program pemerintah dalam mengatasi anak 

terlantar tidaklah berjalan semulus yang dibayangkan. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sehingga suatu ketentuan 

hukum tidak dapat terlaksana. 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian 

dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis. 

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: Menurut peneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Anak Terlantar dapat dikatakan efektif, akan tetapi 

implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar karena adanya 

fasiliator. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah 

diedarkannya Peraturan Daerah tersebut mereka melaksanakan atau menjalankan 

Peraturan Daerah tersebut dengan cara melakukan penyuluhan maupun sosialisasi 

yang tidak lepas dari pemerintahan, kecamatan, dan masyarakat, bahkan 

sosialisasi juga dilakukan dari sekolah ke sekolah lainnya. Kota Banjarmasin 

mereka telah melaksanakan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan 

sekolah-sekolah, juga melakukan kordinasi dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. 




